BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 366, 2020 KEMEN.PPN-BAPPENAS. Penyaluran Bantuan
Pemerintah.  Penanganan  Perubahan  Iklim
Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penanganan perubahan iklim
yang dilaksanakan secara efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan Dbertanggungjawab dengan tetap
memperhatikan rasa keadilan dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, perlu mengatur
penyaluran bantuan Pemerintah untuk penanganan
perubahan iklim;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah
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Mengingat

—_

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penanganan
Perubahan Iklim pada Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional,

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5202);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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6267);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Badan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 202);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim
Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 915)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Keala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian
Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change

Trust Fund (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
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Menetapkan

2018 Nomor 1018);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN PERUBAHAN
IKLIM PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan
nasional.

2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh
pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat
atau lembaga pemerintah /nonpemerintah.

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung

jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian



